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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi 

informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah 

merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara 

berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada 

masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan 

kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.
1
 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi 

informasi (information technology) memegang peran penting, baik di masa kini 

maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan 

dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal 

yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong 

permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, 

modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, 

adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-

bisnis lainnya.
2
 Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan 

memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan 

ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara 
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konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini 

dinilai lebih efektif dan efisien. 

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat 

dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi 

informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 

menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. 

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
3
 

Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi 

jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak 

melanggar norma. Di situlah kita harus jeli dalam melihat permasalahan yang 

berkembang di dalam masyarakat. 

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum 

siber atau hukum telematika. Hukum siber (cyber law), secara internasional 

digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan 

perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum 

informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi 

(law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law) dan 

hukum mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan 

melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal 
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maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis 

sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara 

virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait 

dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, 

khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum 

yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
4
 

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet 

tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat 

yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-

jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet 

sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana 

semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, 

sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun 

perusakan hardware dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet.
5
 

Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan 

masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak 

terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media online. Kejahatan perjudian 

yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan 

melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan 

sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses 
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website yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk 

melakukan perjudian.
6
 

Banyak jenis permainan yang dapat diakses untuk melakukan perjudian, 

tapi tidak sedikit yang bisa dibuktikan dan dapat dengan mudah diidentifikasi, 

tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer. Banyak situs yang dapat diakses untuk melakukan perjudian contohnya 

online gambling, atau online casino dalam situs www.altavista.com atau 

www.lycos.com.  

Para pembuat situs perjudian yang beredar di media internet sebagian 

besar merupakan orang asing atau bukan orang indonesia yang berada di luar 

negeri seperti di amerika atau negara-negara maju lainnya, membuat adanya 

keterbatasan kemampuan para penegak hukum di indonesia dalam menindak tegas 

kejahatan perjudian melalui media online. Para pengguna dengan bebas 

mengakses situs-situs perjudian yang memang dibuat gampang untuk diakses.
7
  

Permainan game online yang cukup marak di internet dan berpeluang 

dijadikan ajang judi adalah poker. Selama tak ditukar dengan benda materil 

maupun uang, permainan tersebut tak bisa dikategorikan judi, serta judi bola. 

Adapun aktivitas perjudian melaui media online yang dapat ditindak oleh 

pihak penegak hukum di indonesia adalah penyedia jasa perjudian yang dilakukan 

para pemilik warung internet (warnet). Permainan dikendalikan oleh Server yang 

juga adalah penjaga warnet itu sendiri. Server adalah orang yang mengakses situs 

perjudian yang akan disambungkan ke beberapa komputer yang terpasang di 

                                                           
6
 http:Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm, diakses tanggal 4 November 2013 

7
 Ibid 



5 
 

warnet. Perjudian melalui media online ini dilakukan di sebuah warung internet 

atau warnet yang mempunyai banyak komputer dan semua terhubung dengan 

internet yang akan menghubungkan pemain satu dengan yang lainnya.  

Perkembangan teknologi informasi termasuk kedalamnya tindak pidana 

judi dengan menggunakan media internet ini tidak diikuti dengan kemampuan 

pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit untuk mengendalikannya.
8
 

Munculnya beberapa kasus Cybercrime di Indonesia telah menjadi ancaman 

stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan 

perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang 

dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet. 

 Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di 

Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan 

perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum 

atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan 

tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-

unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang 

sebaliknya.
9
 

Permasalahan kejahatan di dunia maya selama ini tidak pernah di atur 

dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) . Oleh karena itu untuk 

mengatasi kekosongan Hukum, maka pada tahun 2008 di bentuk suatu Undang- 

Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik Nomor 11 tahun 2008 yang di 

dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya 
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(cyberspace), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Sebelum ada Undang-

Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana 

perjudian telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), 

dalam hal ini termuat pada Pasal 303 (KUHP) dan Pasal 303 bis KUHP. Menurut 

Pasal 303 KUHP, yang dihukum adalah pihak yang mengadakan atau memberi 

kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian, pihak yang sengaja memberi 

kesempatan bermain judi kepada umum serta turut bermain judi sebagai mata 

pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP diterapkan pada orang yang 

mempergunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 

303 KUHP di atas. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis 

KUHP di atas hanya meminta aparat untuk membuktikan bahwa telah terjadi 

perjudian dan orang yang ditangkap adalah bandarnya, atau setidaknya terlibat 

dalam suatu praktik perjudian. 

Setelah perkembangan teknologi yang memunculkan jenis kejahatan baru 

di bidang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana judi yang 

menggunakan media internet diatur didalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat 

(1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

elektronik. 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi 

elektronik ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak 

pidana judi dengan menggunakan media internet.  

Berikut merupakan bunyi pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik : 
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“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” 

Sedangkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ini mengatur tentang sanksi yang dilarang berkaitan dengan perbuatan 

yang dilarang di dalam ketentuan dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ini. 

Berikut bunyi dari pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik: 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

1,2,3 atau 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak 1 milyar” 

Khusus di Kota Palembang, terdapat kasus yang terjadi yang dikategorikan 

kedalam tindak pidana judi dengan menggunakan media internet, contohnya 

adalah perkara judi no 1283/PID.B/2013/PN.PLG dengan terdakwa berinisial AT 

alias IK, yang didakwa melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(kedua pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana perjudian dengan media 

internet), yang sekarang telah diproses ke Pengadilan Negeri Palembang dan telah 

divonis bersalah atas tuduhan yang didakwakan kepadanya.
10

 

Dalam perkara judi dengan menggunakan media internet yang ada di PN 

Palembang ini, pelaku AT didakwa dengan menggunakan dakwaan primer yaitu 

melanggar Pasal 303 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan 
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Kesatu Primair dan Tindak Pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” 

melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP dalam Dakwaan Kedua dan Tindak Pidana “Pencucian Uang” melanggar 

Pasal 5 Jo pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga Lebih 

Subsidair.
11

 

Dalam surat dakwaan perkara judi dengan menggunakan media internet di 

atas menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam dakwaan kesatu dari surat 

dakwaan tersebut dipakai pasal 303 KUHP tentang perjudian, sedangkan perkara 

ini termasuk ke dalam perkara judi dengan menggunakan media internet (dimana 

dalam locus delicti  terjadi di dunia internet) yang diatur di luar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan diatur tersendiri didalam Undang-Undang No 11 

Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi.    

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji masalah tersebut sebagai bentuk karya ilmiah (Tesis) yang berkaitan 

dengan “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERJUDIAN 

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET (STUDI KASUS 

PUTUSAN PN NO 1283/PID.B/2013/PN.PLG PENGADILAN NEGERI 

KELAS IA KHUSUS KOTA PALEMBANG) . 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana penerapan pasal dalam surat dakwaan perkara tindak pidana judi 

dengan menggunakan media internet? 

2. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana judi dengan menggunakan 

media internet? 

 

C.  Ruang Lingkup 

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 

telah dijabarkan, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini adalah bidang 

Hukum Pidana yang dititik beratkan pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Perjudian Dengan Menggunakan Media Internet (Studi Kasus Putusan PN No 

1283/Pid.B/2013/Pn.Plg Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Palembang) , 

selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan mengenai penerapan pasal dalam surat dakwaan perkara 

judi dengan menggunakan media internet. 

b. Untuk menjelaskan mengenai pembuktian tindak pidana judi dengan 

menggunakan media internet. 
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2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan 

mempunyai manfaat: 

a. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang 

hukum pidana pada umumnya dan  khususnya perkembangan mengenai 

tindak pidana judi dengan menggunakan media internet. 

b. Dapat memberikan informasi  mengenai pertimbangan dalam penerapan 

pasal, dan pembuktian terhadap tindak pidana judi dengan menggunakan 

media internet.   

Secara Praktis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan 

mempunyai manfaat: 

a. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tindak pidana judi dengan 

menggunakan media internet yang terjadi sekarang. 

b. Dapat memberikan saran dan masukan kepada penegak hukum, dan pihak 

yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap permasalahan tindak 

pidana judi dengan menggunakan media internet. 

c. Dapat memberikan pengetahuan bagi mayarakat pada umumnya tentang 

permasalahan yang ada serta pihak- pihak yang terkait seperti terdakwa 

tindak pidana judi dengan menggunakan media internet, aparat penegak 

hukum, media dan lain -lain. 
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E. Kerangka Teori 

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan 

mendasarkan pada teori : 

1. Teori Pertanggungjawaban pidana 

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan kemudian dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan kepadanya, tergantung dari soal apakah 

dalam melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan atau tidak. 

Kesalahan (schuld) pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Bahwa 

untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan 

pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang 

dapat dicela, ternyata pula dalam azas hokum yang tidak tertulis : Tidak dipidana 

jika tidak ada kesalahan. (Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe).
12

 

Dapat pula dikatakan : Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan 

 dijatuhi hukuman kalau tidak melakukan perbuatan pidana, ia tidak selalu dapat 

dipidana. Tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana ia tidak selalu dapat 

dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia 

mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan. 

Hal inilah yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini.
13

 

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang 

kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.
14
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a. Metzger: 

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya 

pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. 

b. Simons: 

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang 

melakukan tindak pidana dan adannya hubungan antara keadaan tersebut 

dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini 

dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu: 

1. keadaan psikis tertentu; 

2. hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan 

hingga menimbulkan celaan. 

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “kesalahan” atau 

“pertanggungjawaban” itu adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum 

pidana (verantwoordelijkheid volgens het strafrecht). Sebetulnya menurut etika, 

tiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Tetapi dalam bidang 

hukum pidana, hanya kelakuan yang dapat menyebabkan hal hakim pidana 

menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. 

Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana.
15

 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat 

(liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur 

suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor 
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penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur 

mental dalam tindak pidana. Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai 

faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam common 

law sistem, berlaku maksim latin yaitu octus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu 

kelakukan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, 

pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya mens rea merupakan suatu 

keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk 

dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, 

sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut
16

. 

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :
17

 

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana. 

2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab. 

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan. 

4. Tidak adanya alasan pemaaf. 

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan 

melawan hukum atau wederrechtelijkheid sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap 

melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut 

tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus 

dilepas dari segala tuntutan (onslag van recht-vervolging). Menurut Vos, 
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perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak 

diperbolehkan.
18

 

2. Teori Pembuktian 

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain: 

1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata 

(Conviction In Time)
19

  

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap 

perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” 

hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya 

terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak 

harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah 

cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, 

sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka 

terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim 

menjadi subyektif sekali. 

Sistem pembuktian conviction in time banyak digunakan oleh negara-negara 

yang menggunakan sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris 

dan Amerika Serikat. 

2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang 

Logis (Conviction In Raisone)
20
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Sistem pembuktian Conviction In Raisone masih juga mengutamakan 

penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum 

terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim 

yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim 

tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun 

alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi hakim bisa 

menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang. Yang perlu 

mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat 

dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian 

conviction in raisone harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan. Dan 

reasoning itu sendiri harus pula “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan 

yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan 

yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian 

bebas. 

3) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 

(Positieve Wettelijk)
21

 

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian 

conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya 

terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-

undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan Terdakwa. Teori positieve 

wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan 

keyakinan Hakim. Jadi sekalipun Hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan 

                                                           
21

 Ibid, hlm 20 



16 
 

kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan 

perbuatan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang 

maka terdakwa harus dibebaskan. Pada pokoknya apabila seorang Terdakwa 

sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang maka Terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. 

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni Hakim akan berusaha membuktikan 

kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar 

obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh Undang-

Undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh 

karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. 

4) Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif 

(Negatieve Wettelijk Stelsel)
22

 

Sistem pembuktian negatieve wettelijk terletak antara dua sistem yang 

berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positive wettelijk dan sistem 

pembuktian conviction intime. Artinya Hakim hanya boleh menyatakan Terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan  apabila ia yakin dan 

keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. Dalam sistem negatieve wetteljik ada dua hal yang merupakan 

syarat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni: pertama, Wettelijk yaitu 

adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, 

Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-

bukti tersebut Hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan 
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keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, 

walaupun kesalahan Terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat 

bukti sah menurut Undang-Undang, akan tetapi bila Hakim tidak yakin akan 

kesalahan Terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan Terdakwa. Sebaliknya 

meskipun Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, tetapi keyakinannya tidak 

didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka Hakim harus 

menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam 

sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. 

 

F. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batas-batas serta pembahasan yang akan dijabarkan 

dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta 

memudahkan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul 

tesis ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak.
23
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2. Pengertian tindak pidana 

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, 

delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat 

dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. 

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 

ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar 

diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit 

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
24

 

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 

Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :
25

 

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 

suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 

dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;  

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum 

positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit 

                                                           
24
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menjadi dua pengertiaan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang 

Pornomo yaitu :
26

 

a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.  

b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan 

sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan. 

3. Pengertian Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi 

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya. 

4. Pengertian Tindak Pidana Judi Dengan Menggunakan Media Internet 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik memberikan batasan pengertian berkaitan dengan 

tindak pidana perjudian dengan menggunakan media internet, yaitu kegiatan 

yang dilakukan oleh  setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
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diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian. 

 

G. Metode  Penelitian 

            Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, metode 

menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan.
27

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau 

permasalahan- permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.
28

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan media 

internet ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji data 

sekunder yaitu kaidah hukum, perundang-undangan, dan perilaku terapan dari 

undang-undang. Obyek kajian terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan 

Menggunakan Media Internet.
29

  

 Mengingat penelitian ini berupa metode penelitian normatif, maka data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan. Data sekunder dalam 
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penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tertier.
30

 Ditunjang dengan data primer yaitu data yang didapat langsung 

dari masyarakat melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran 

kuesioner. 

Dilihat dari tujuannya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan 

suatu kebenaran hukum yang sebenarnya, khususnya menyangkut penerapan 

hukum pidana dalam perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan media 

internet.
31

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang- undangan (statue 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus 

(case approach). 

a. Pendekatan Undang- Undang 

 Dalam pendekatan perundang- undangan yang akan diteliti adalah 

mengenai berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema 

sentral suatu penelitian. Pendekatan Undang- Undang dalam kegiatan akademisi 

peneliti perlu mencari ratiologis dan dasar ontologis lahirnya undang- undang 

tersebut.
32

 Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis 

permasalahan terkait pasal 27 ayat (2) dan 45 ayat (1) Undang- Undang Informasi 
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dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik.  

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) 

 Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan–pandangan doktrin dalam 

ilmu hukum, hal ini dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum 

untuk permasalahan yang dihadapi.
33

 Penelitian ini akan mempelajari Putusan PN 

No 1283/PID.B/2013/PN.PLG mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan 

media internet. 

c. Pendekatan kasus (Case Approach) 

 Pendekatan kasus dilakukan dengan kasus- kasus yang berkaitan dengan 

isu yang sedang dihadapi untuk mengetahui  dan memahami ratio decidendi yaitu 

alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.
34

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu Putusan PN No 

1283/PID.B/2013/PN.PLG mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan 

media internet. 

3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data sekunder, yaitu data yang sudah jadi dan berasal dari instansi hukum dalam 

masyarakat
35

, dalam hal ini data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer terdiri dari: 
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a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

b. Undamg- undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau 

dikenal sebagai Kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP). 

c. Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi 

Elektronik. 

d. Putusan PN No 1283/PID.B/2013/PN.PLG tentang perkara judi dengan 

menggunakan media internet. 

Bahan hukum sekunder  meliputi: 

a. Buku- buku Literatur; 

b. Hasil- hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah; 

c. Ketentuan- ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan 

dengan objek kajian penelitian; 

Bahan hukum tersier meliputi: 

a. Koran, majalah, jurnal ilmiah; 

b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.
36

 

Ditunjang dengan penelitian lapangan yang menggunakan data primer, yaitu 

data yang didapat langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan jaksa 

penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana judi dengan menggunakan 

media internet yang menjadi objek kajian penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan- bahan hukum 

 Data yang di peroleh dari hasil penelitian nantinya berupa data primer 

dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode 

pengumpulan data yaitu: 

a. Data di dapat dari studi pustaka satu penelusuran asas-asas hukum , yang 

bersumber dari bahan- bahan pustaka) dan dari dokumenter yaitu 

pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi putusan- putusan hakim 

terhadap perkara pidana tertentu. 

b. Didukung bahan- bahan pustaka sebagai acuan. 

5. Teknik Pengolahan Bahan- bahan hukum 

 Teknik Pengolahan bahan- bahan hukum dilakukan dengan 

menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang- 

undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Tindak 

pidana judi dengan menggunakan media internet . Setelah memperoleh bahan- 

bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka, dilakukan pengolahan 

bahan- bahan hukum yang di dapat dengan cara mengadakan sistematisasi berarti 

membuat klasifikasi terhadap bahan- bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan 

analitis dan konstruksi.
37

 

6. Analisis Penelitian 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang 

digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan 
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bahan – bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara–cara analitis 

dan penafsiran hukum. 

 Data dan bahan bahan hukum yang telah terkumpul (dalam hal ini putusan 

Hakim) dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori- teori hukum yang 

dituntut dalam kajian hukum pidana materil dan hukum acara pidana.
38

 

7. Cara Penarikan Kesimpulan 

Metode Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian  adalah 

Metode Induktif dalam merumuskan fakta hukum. Metode  induktif digunakan 

untuk penarikan kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi 

kesimpulan umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan 

pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas 

untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat 

umum.
39

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari :  

A.Latar Belakang; B.Rumusan Masalah; C.Tujuan dan kegunaan penelitian; 

D.Kerangka teoritis; E.Kerangka Konseptual ;F.Metode Penelitian dan 

G.Sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : 
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A.Tinjauan Mengenai Tindak Pidana; B. Tinjauan Mengenai Media Internet; C. 

Hukum Cyber Crime di Indonesia; dan D. Tinjauan mengenai tindak pidana judi 

menurut KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008. 

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari : 

A.Penerapan Pasal Dalam Surat Dakwaan Tindak Pidana Judi dengan 

Menggunakan Media Internet; dan B. Pembuktian Tindak Pidana Judi Dengan 

Menggunakan Media Internet . 

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari : 

A.Kesimpulan dan B. Saran-saran. 
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